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Since 2005 the government has implemented School Operation Subsidy program for the basic education. In
2009, with a significant increase in the amount of the subsidy, the government launched free education
policy in the primary and junior high schools. Two of the issues to understand are how well the program has
been implemented and the factors that influence the implementation in the junior high school. This research
aims to describe the implementation of School Operation Subsidy program at the preparation and
implementation stages at state junior high schools at the cluster of State Junior High School 1 Bojonggede
Bogor, West Javain 2009 and identify factors that influence the implementation. This research is descriptive
gualitative. Data were collected from School Operation Subsidy Teams at SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1
Tajur Halang, dan SMPN 2 Bojonggede through indepth interviews. For triangulation purposes, indepth
interviews were also conducted with the School Operation Subsidy Manager of Bogor District,
Commissariat of SMPN 1 Bojonggede cluster, and School Committee. Interviews were audio recorded and
an interview scheme was used in the interview. Recorded data were transcribed and categorized according to
the implementation stages. The categorized data were then used to describe the implementation of School
Subsidy Program. Analyses were then attempted to determine the compliance of the implementation. Finally
the factors that influence the implementation were analyzed. This research adopts Provus Discrepancy
Evaluation Model (1969). According to this model, a program evaluation is conducted to determine whether
adiscrepancy exists between some aspect of the program implementation and standards governing that
aspect of the program. In terms of School Operation Subsidy program, the standards are regulations in the
Guidelines of School Operation Subsidy 2009. The four variables influencing policy implementation
proposed by Edwards (1980), communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, are used to
analyze factors that influence program implementation at school. Research findings indicate that the School
Operation Subsidy program is generally well implemented despite some practices which do not comply with
the regulation, i.e. Implementation Guidelines of School Operation Subsidy 2009. The non- compliant
practices include: (1) the School Operation Subsidy Team that does not have a student parent as a member
init, (2) the school principal does not issue the letter of oppointment for the School Operation Subsidy
Team, and (3) the creation of an additional structure for the subsidy implementation by the district manager,
i.e. commissariat, (4) the arrangment of additional socializations by the commissariat and non-govermental
organizations, and (5) the financial report and fund disbursement that are arranged monthly. Generally
schools allocate some of the subsidy for components other than the 13 items listed in the subsidy guidelines.
In addition, despite the administrative accountability, subsidy management is not very transparent. Further
analysis indicate that non-compliant practices are due to inadequate communication (poor transmission and
infornation clarity), limited sources (staff and funds), negative attitudes of the subsidy implementors.
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Sejak 2005 pemerintah melaksanakan program BOS bagi pendidikan dasar. Pada tahun 2009, dengan
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kenaikan dana BOS yang signifikan dari tahun sebelumnya, pemerintah mengimplementasikan pendidikan
gratis padajenjang SD dan SMP. Salah satu masalah yang belum diketahui dengan baik dalam kaitannya
dengan implementasi program tersebut adalah seberapa baik program tersebut telah dilaksanakan dan apa
sgja yang mempengaruhi implementasinyadi SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
implementasi program BOS pada tahap persiapan dan pelaksanaan di SMP-SMP Negeri dalam Komisariat
SMP N 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun 2009 dan mengidentifikasi hal-hal yang
menjadikan implementasi program sebagaimana ditemukan di lapangan. Penelitian ini deskriptif kualitatif.
Data dikumpulkan dari Tim Mangemen BOS SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1 Tgjur Halang, dan SMPN 2
Bojonggede Kabupaten Bogor melalui wawancara mendalam yang direkam dengan dipandu oleh pedoman
wawancara. Untuk trianggulasi, data juga dikumpulkan dari mangjer BOS di Kabupaten Bogor, Komisariat
SMP Negeri 1 Bojong Gede, dan Komite Sekolah. Rekaman data ditranskrip secara penuh. Data selanjutnya
dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapan implementasi. Dengan data yang telah dikategorisasikan
tersebut implementasi program BOS digambarkan dan kemudian dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan.
Akhirnya hal-hal yang mempengaruhi implementasi dikaji. Penelitian ini mengadopsi model evaluasi
diskrepansi dikembangkan oleh Provus (1969). Menurut model ini, evaluas dilakukan untuk mengetahui
apakah pelaksanaan/kinerja program sesuai dengan standar-standar pelaksanaan program yang telah
ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan BOS, standar-standar yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam
Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selanjutnya variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur
birokrasi (Edward, 1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementas
BOS di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada tingkat sekolah
pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian,
implementasi tersebut diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan
Pelaksanaan BOS 2009. K etidaksesuaian tersebut terutama meliputi: (1) tidak adanya anggota dari unsur
orangtua siswa selain Komite Sekolah dalam struktur tim mangjemen, (2) tidak diterbitkannya SK tim
manajemen BOS sekolah oleh kepala sekolah, (3) adanya tambahan struktur pengelola BOS, yaitu
komisariat BOS, (4) adanya sosialisasi BOS tambahan oleh Komisariat dan LSM yang diakibatkan oleh
belum memadainya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mangjer BOS Kabupaten Bogor, (5) berlakunya
ketentuan penarikan dana dan pelaporan penggunaan dana setiap bulan. Pada umumnya sekolah
menggunakan sebagian dana BOS untuk membiayai kegiatan di luar 13 komponen pembiayaan yang
ditetatapkan dalam panduan BOS 2009. Selain itu, walaupun akuntabel secara administratif, pengelolaan
BOS di sekolah belum transparan. Analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian implementasi disebabkan
oleh adanya komunikasi (transmisi dan kegjelasan informasi) yang kurang memadai, keterbatasan
sumberdaya (staf dan dana), dan sikap yang kurang positif dari pelaksana/pengelola.



